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PELAKSANAAN ATURAN KERJASAMA INDONESIA-INDIA DALAM
MENGATASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENGEDARAN NARKOTIKA

(Rijal Asraf. 2010112023, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK V1),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman + vii halaman, 2026)

ABSTRAK

Pengedaran narkotika merupakan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional,
termasuk Indonesia dan India. Letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional
menjadikannya rentan sebagai transit dan pasar peredaran narkotika, sementara India menghadapi permasalahan
scrupa akibat posisinya yang berdekatan dengan kawasan Golden Crescent dan Golden Triangle yang dikenal
schagai pusat produksi narkotika dunia. Schingga memerlukan kerjasama yang intensif dalam
penanggulangannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan
erjasama Indonesia dan India mengatasi kejahatan narkotika berdasarkan hukum internasional dan hukum
asional? Kedua, bagaimana pelaksanaan aturan kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan
arkotika di kedua negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,
aitu meneliti dengan menganalisis bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan
ejahatan narkotika berdasarkan hukum internasional terdapat pada The United Nations Single Convention on
arcotic Drugs 1961, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic
ubstances 1988, dan United Nations Convention Against Transnational Organized (UNTOC). Hukum nasional
ndonesia tentang narkotika terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013. Sedangkan hukum nasional di India Narcotic Drugs and
sychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. Indonesia mengatur peredaran narkotika berdasarkan penggolongan
jenis narkotika dengan sanksi berat hingga pidana mati, sedangkan India melalui NDPS Act 1985, menerapkan|
lasifikasi berdasarkan jumlah narkotika (small hingga commercial quantity) sebagai dasar penentuan pidana.
erjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika melalui kerjasama bilateral dengan membuat
oU Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan Narcotics Control Bureau (NCB). Sedangkan regional, dan
ultilateral melalui organisasi UNODC dengan program yang tujuannya memberantas pengedaran narkotika di
sia.
Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Kejahatan Transnasional, Pelaksanaan Kerjasama,
engedaran Narkotika, Indonesia-India
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IMPLEMENTATION OF INDONESIA-INDIA COOPERATION RULES IN OVERCOMING
TRANSNATIONAL CRIME IN THE DISTRIBUTION OF NARCOTICS

(Rijal Asraf, 2010112023, Concentration Program International Law (CP VI),
Facudty of Law, Andalas University, 83 pages + vii pages, 2026)

ABSTRACT

rug trafficking is a transnational crime that poses a serious threat to national security in Indonesia and India.
ndonesia's strategic location as an international trade route makes it vulnerable as a transit and market for
arcotics trafficking, while. At the same time, faces similar problems due to its proximity to the Golden Crescent
nd Golden Triangle regions. known as the world's narcotics production centers. Therefore, intensive cooperation|
is needed to address this issue. Therefore, this study focuses on two issues. First, how are Indonesia and India’s
cooperation arrangements in addressing narcotics crimes based on international and national law? Second, how are
the regulations on cooperation between Indonesia and India in addressing narcotics crimes implemented in both
countries? To address the study's focus, this study employs normative juridical method. which involves examining]
and analyzing primary legal materials. The results of this study conclude that the regulation of narcotics crimes|
under international law is contained in the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961, the United
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, and the United|
INations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNTOC). Indonesia's national law on narcotics is|
contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. and Government Regulation (PP) Number 40 of
2013. While the national law in India is the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985.
Indonesia regulates the distribution of narcotics based on the classification of narcotic types, with severe sanctions|
up to the death penalty, while India, through the NDPS Act 1985, applies classification based on the amount off
narcotics (small to commercial quantity) as the basis for determining the sentence. Cooperation between Indonesia
and India in overcoming narcotics crimes through bilateral cooperation by creating an MoU with the Indonesian
National Narcotics Agency (BNN) and the Narcotics Control Bureau (NCB). While regionally, and multilaterally
through the UNODC organization with a program whose goal is to eradicate narcotics distribution in Asia.
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